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PEMERINTAH KAB TEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

: a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber penerimaan daerah khususnya di
bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan  Perkotaaan  scbagaimana  tclah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu
adanya perubahan Peraturan Daerah tersebut;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3029);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



10.

11.

12,

13.

14,
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah vyang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179),
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16.

17.

18.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menetapkan :

dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9
Tahun 2012), diadakan perubahan sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a.

TR0 QA00D

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan
suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

. jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah;

tempat olahraga;
galangan kapal, dermaga;
taman mewah;

. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

dan
menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
adalah objek pajak yang :

a.

b,

digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenis dengan itu;

merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah pengembalaan vang dikuasai oleh desa,
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

(4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a
diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

b.

untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah ditetapkan sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh
lima persen) per tahun;

untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.



(2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali kawasan
tanah produktif yang dikuasai oleh masyarakat yang masih
digunakan untuk kegiatan usaha pertanian, maka dikenakan
tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak
Bumi dan Bangunan secbagaimana dimaksud pada ayat (1),
sehingga menjadi sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,11 % (nol koma sebelas persen) per
tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.

(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah
lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar
budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima
puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,04 % (nol koma nol empat persen)
per tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Desember 2013
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H.SUYOTO
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.
SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 1.

inan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN BOJONEGORO

/ — L "
e o %
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Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

UMUM

Salah satu kebijakan pajak dari Pemerintah Pusat yang
mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap APBD adalah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dengan diberikannya
PBB P2 menjadi pajak daerah diharapkan sumber keuangan daerah akan
makin mantap. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan jika
dirancang dengan baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar,
stabil dan elastic. Kadar elastisiias tergantung pada sampai seberapa jauh
tanah bersangkutan dapat ditaksir dengan teratur dan dapat dinilai dengan
harga pasar yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dapat juga memperkuat peranan Pemerintah Daerah, karena
membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan Pemerintah
Dacrah sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah
daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penentuan Nilai Jual
Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan pengenaan tarif PBB P2 di
Kabupaten Bojonegoro yang selama ini sudah diatur perlu disesuaikan
dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Dilain pihak, penetapan mengenai tarif PBB P2 yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan paling tinggi 0,3 (nol koma tiga persen), schingga
Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif dibawahnya. Tarif yang selama
ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang
PBB P2 perlu dilakukan perubahan agar masyarakat sebagai wajib PBB P2
dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal Il

Cukup jelas.



